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BAB II 

SYARAT YANG DISYARATKAN DALAM PERNIKAHAN 

DAN KAFA>’AH 

 

A. Pernikahan Dalam Islam 

Allah telah menetapkan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan 

biologis mereka. Melalui al-Qur’an dan hadis| nabinya, Allah menjelaskan 

tatacara pemenuhan kebutuhan biologis tersebut yang kemudian dikenal dengan 

pernikahan. Aturan tersebut meliputi pra pernikahan, seperti peminangan, dalam 

pernikahan sendiri seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan pasca 

pernikahan seperti talak. Hal ini berbeda dengan  hewan yang tidak memiliki 

aturan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya.26 

Adanya aturan yang jelas tentang pernikahan manusia berbanding lurus 

dengan tujuan pernikahan yang amat mulia. Bahwa selain untuk pemenuhan 

kebutuhan biologis pernikahan juga memiliki beberapa tujuan yang amat 

muliah, yaitu; untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah 

mengerjakannya, mengikuti sunah Rasulullah S.A.W, menjaga keturunan dan 

untuk Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan 

                                                 
26 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam , 1. 
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penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, 

ialah umat Nabi Muhammad S.A.W.27 

 

1. Pengertian pernikahan 

Dalam penyebutannya pernikahan biasanya diungkap dengan kata 

 Untuk ungkapan .النكاح dan juga terkadang diuangkap dengan kata الزواج

yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah satu dari dua 

perkara dengan yang lainnya”. Untuk yang kedua bermakna berkumpul.28 

Baik ungkapan yang pertama maupun ungkapan yang kedua, dimaksudkan 

pada sebuah akad dimana masing-masing dari pasangan diberi hak untuk 

bersenggama dengan yang lain.29 

Abu> Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang 

menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad 

sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara‘.30 

Selain itu, makna pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum 

kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan 

                                                 
27 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, 14. 

28 Muhammad Muhyiddi>n abdu al-Hami>d, al-Ahwa>l al-Syakhsiyah fi syari>’ati al-Isla>miyah, 
(Bairut: maktabah al-‘alamiyah, 2003), 9. 

29 Ibid., 10. 

30 Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhs{iyah, 18. 
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wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi 

pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.31  

 

2.  Dasar Hukum Pernikahan 

Seperti telah diungkap di muka, bahwa Allah mengatur tata cara 

pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Qur’an dan Hadis| 

nabinya, maka mengenai dasar hukum perkawinan juga merujuk kepada 

keduanya. Diantara beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur’an tentang 

dasar hukum pernikahan ialah: 

a. Q.S. Ar-Ru>m ayat 21 

كُنُواْوَاجًاأزَْ ْأنَ  فُسِكُمْ ْمِنْ ْلَكُمْ ْخَلَقَْْأَنْ ْآياَتهِِْْوَمِنْ  هَاْلتَِس  نَكُمْ ْوَجَعَلَْْإلِيَ   ْفِْْإِنَّْْوَرَحْ َةًْْمَوَدَّةًْْبَ ي  
 ْ.يَ تَ فَكَّرُونَْْلِقَو مْ ْلآياَتْ ْذَلِكَْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 32 

 

b. Q.S. Ya>si>n ayat 36 

 ْيَ ع لَمُونَْْلاْوَمَِّاْأنَ  فُسِهِمْ ْوَمِنْ ْالأر ضُْْتُ ن بِتُْْمَِّاْكُلَّهَاْالأز وَاجَْْخَلَقَْْالَّذِيْسُب حَانَْ

 

 

                                                 
31 Hasbi Ash-Shidieqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),  96. 

32 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya,, 406. 
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Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” 33 

 

Selain itu juga ada dasar hukum tentang pernikahan yang 

bersumber dari Hadis|, yaitu:  

ْعَب دِْاللَِّّْ تَطاَعَْال بَاءَةَْ :قاَل عَن  ْاس  قاَلَْلنََاْالنَّبُِّْصَلَّىْاللَُّّْعَلَي هِْوَسَلَّمَْياَْمَع شَرَْالشَّبَابِْمَن 
ْلِْ ْفإَِنَّهُْأغََضُّ ْفَ عَلَي هِْباِلصَّو مِْفإَِنَّهُْلَهُْوِجَاءْ فَ ل يَتَ زَوَّج  تَطِع  يَس  ْلََْ  صَنُْللِ فَر جِْوَمَن   ل بَصَرِْوَأَح 

 
 

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami 

Rasulullah SAW, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah 

sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka 

sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang 

oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak 

sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah 

perisai baginya”. 34 

 

 

 

3.  Rukun Nikah 

Yang dimaksud dengan rukun ialah sesuatu yang harus diwujudkan 

demi terlaksananya sebuah pernikahan yang bila dilewatkan pernikahan 

                                                 
33 Ibid., 442. 

34 Abi Husain Muslim, S}a>hih Muslim  juz VII, (Bairut: Da>r al-Kutub al-Alamiyah, 1998), 

149. 



27 

 

   

menjadi tidak sah.35 Mengenai rukun nikah, ulama’ maz|hab  Hanafiyah 

berpendapat bahwa rukun nikah ialah ija>b dan qabu>l. 36 

i>ja>b sendiri merupakan perkataan pertama yang berasal dari salah satu 

pihak yang melakukan akad sebagai tanda ia berkeinginan untuk melakukan 

pernikahan. Sedangkan  qabu>l sendiri merupakan perkataan kedua dari salah 

satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda rela untuk melakukan 

pernikahan.37 

4. Syarat Nikah 

Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, yaitu; syuru>t 

in’iqa>d, syuru>t s}ihhah, syuru>t nafa >z|, dan syuru>t luzu>m.38  

a) syuru>t in’iqa>d 

Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak 

yang melakukan akad nikah dan ija>b beserta qabu>l. 39 syarat ini meliputi 

syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan akad dan 

yang berkenaan dengan pelaksanaan akad. 40. 

                                                 
35 Hasan Hasanain, Ahka>m al-Usrati al-Isla>miyah, (Madinah: da>r al-afa>q, 2000), 97. 

36 Abdu al-Rahma>n al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arba’ah juz V, 37. 

37 Hasan Hasanain, Ahka>m al-Usrati al-Isla>miyati, 97. 

38 Ibid., 111. 

39 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6534. 

40 Muhammad Muhyiddi>n abdu al-Hami>d, al-Ahwa>l al-Syakhsiyah fi syari>’ah al-Isla>miyah, 18. 
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 Untuk syarat yang bekenaan dengan pihak-pihak yang melakukan 

akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal. Sedangkan yang 

berkenaan dengan pelaksanaan akad, ialah: pelaksanaan i>ja>b dan qabu>l 

harus dilaksanakan di satu tempat yang sama, satu sama lain antara 

pihak-pihak yang melakukan akad harus mendengar suara pihak lainnya 

dan redaksi i>ja>b dan qabu>l harus sama dan tidak kontradiktif.41 

b) syuru>t s}ihhah 

syuru>t s}ihhah ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam 

perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan 

akibat hukum.42 Artinya, sebuah pernikahan sama sekali tidak akan 

terjadi tanpa adanya syarat s}ihhah tersebut. 

Mengenai syuru>t s}ihhah sendiri, semisal: 

1) Perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan mahram, baik 

muabbad atau muaqqat bagi laki-laki yang akan menikahinya. 

Bila si perempuan itu ternyata memiliki hubungan mahram 

dengan si laki-laki maka akad pernikahnnya tidak sah.43 

2) Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh dua 

orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Hal ini 

                                                 
41 Ibid., 20. 

42  Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 60. 

43 Muhammad Muhyiddi>n abdu al-Hami>d, al-Ahwa>l al-Syakhsiyah fi syari>’ati al-Isla>miyah, 21. 
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dikarenakan akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal lain 

yang akan terjadi di masa akan datang, seperti tetapnya nasab 

dan waris. Maka pemberitahuan kepada masyarakat  amat 

dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.44 

c) syuru>t nafa>z| 

Yang dimaksud dengan syuru>t nafa>z| ialah syarat yang menentukan 

kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan 

sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut.45 

Seperti adanya sifat merdeka, balig dan berakal yang melekat kepada 

pihak-pihak yang melakukan akad pernikahan bila mereka menikahkan 

dirinya sendiri.46 

 

d) syuru>t luzu>m 

Ialah syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam 

arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan 

sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bisa 

dibatalkan.47 

                                                 
44 Ibid., 22. 

45 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 60. 

46 Muhammad Muhyiddi>n abdu al-Hami>d, al-Ahwa>l al-Syakhsiyah fi syari>’ati al-Isla>miyah, 26. 

47 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 60. 
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Maka untuk terpenuhinya syarat tersebut harus: 

1) Adanya kesekufuan antara laki-laki dengan perempuan bila seorang 

perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa 

adanya kerelaan dari wali ‘a>s|ib. 

2) Mahar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku di 

lingkungan dimana si perempuan bertempat tinggal bila si perempuan 

yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya 

kerelaan dari wali ‘a>s|ib. .48 

 

B.   Syarat Yang Disyaratkan Dalam Pernikahan 

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa imam maz|hab, salah 

satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada pasangannya, calon 

pengantin pria mengajukan syarat kepada calon pengantin wanita, atau 

sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin 

pria.49 Hal ini dikarenakan masing-masing calon memiliki sebuah kepentingan 

yang ingin dicapai. 

Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada calon pasangannya 

adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan pernikahan boleh 

mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang diajukan telah disetujui, 

                                                 
48 Muhammad Muhyiddi>n abdu al-Hami>d, al-Ahwa>l al-Syakhsiyah fi syari>’ati al-Isla>miyah, 27. 

49 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX,  6540. 
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maka wajib untuk memenuhinya.50 Lebih-lebih bila syarat yang diajukan 

tersebut masih berkaitan dengan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah 

hadis} yang berbunyi: 

بَةَْْعَنْ  لَل تُمْ ْمَاْهِْبِْْيفُِىْآَنْ ْالشَر طِْْأَحَقَّْْإِنَّْ:"ْاللِْْرَسُو لُْْقاَلَْ:قاَلَْ,ْعَامِرْ ْب نِْْعُق  تَح  ْ"ال فُرُو جُْْبِهِْْإِس   

Artinya: “dari Uqbah bin Amir, berkata bahwa Rasulullah bersabda, syarat yang 

lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan  halalnya 

kemaluan perempuan”51 

Seperti yang telah diuangkap dimuka, bahwa masing-masing pihak 

diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat konteknya 

adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon pengantin pria 

kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan syarat 

yang disyaratkan dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah 

satu calon pengantin kepada calon pasangannya.52  

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan i>ja>b atau qabu>l. 53 Yang 

dimaksud dengan i>ja>b ialah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki maupun 

pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai isyarat terhadap 

relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan qabu>l ialah jawaban 

                                                 
50 Ibid.,  6541. 

51 Abi Husain Muslim, S}a>hih Muslim>  JUZ VII, 172.  

52 Ibid.,  6540. 

53 Ibid. 
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(ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan atau wali dari keduanya 

sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan dalam i>jab.54  

Semisal si perempuan berkata, “saya akan nikahkan diri saya, fulanah bin 

fulan  denganmu fulan bin fulan, dengan syarat nanti setelah menikah engku 

harus menempatkan saya di rumah yang bagus”. Kemudian si laki-laki 

menjawab, “saya terima”. Contoh tersebut merupakan contoh dimana syarat 

yang disyaratkan dalam pernikahan dibarengkan dengan lafaz} i>ja>b.  

Mengenai macam-macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, para 

ulama’ maz|hab berbeda dalam pembagian macam syarat yang disyaratkan 

dalam pernikahan. Walaupun pada akhirnya juga berujung kepada satu titik, 

yaitu syarat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan maksud dari 

pernikahan, yaitu bersetubuh.55 Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis}: 

ْعا ثَ نَاْأبَُ و  لُ,ْحَدَّ لََّّ سَنُْب نُْعَلِيْالَْ  ثَ نَاْالَْ  ْال عَقَدِيُّ,ْحَدَّْحَدَّ رُْب نُْعَب دِْاِللْب نِْكَْثَ نَاْْمِر  رِْثِي   ْوْعَم 

ْأبَيِ هِْ ْال مُزَنّي,ْعَن  ْجَدَّهَ,ْأَنَّْب نِْعَو ف  ُسْ ,ْعَن 
َِْرَسُو لَْاِللْقاَلَ:ْالم ر  َُ ِِهِم ْإِلاَّْ ُُرُو  اْلِمُو نَْعَلَىْ

ْأَحَلَّْحَراَمًاحَرَّ أَو  ْ.مَْحَلََّلاًْ  

                                                 
54 Hasan Hasanain, Ahka>m al-Usrah al-Isla>miyati, 98. 

55 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX,  6541. 
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Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali 

syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”56 

Ulama’ maz}hab Hanafiayah membagi syarat yang disyaratkan dalam 

pernikahan ke dalam dua kriteria, yaitu: 

a) Syarat yang sah, ialah syarat yang sesuai dengan maksud pernikahan dan 

selaras dengan Hukum Islam. Seperti seorang perempuan mensyaratkan 

kepada calon suaminya agar ia ditempatkan disebuah rumah dan terpisah 

dari sanak famili. 

b) Syarat yang rusak, ialah syarat yang tidak sesuai dengan maksud pernikahan 

dan bertentangan dengan hukum Islam. Sepeti seorang perempuan 

memberikan syarat kepada calon suaminya bahwa ia mau menikah bila 

setelah menikah nanti, ia tidak disetubuhi atau menceraikan perempuan 

maduanya.57 Hal ini didasarkan pada sebuah hadis|: 

عَةَ,ْقاَلَ:ْحَدَّْ ثَ نَاْاب نُْلََيِ   ثَ نَاْحَسَن ,ْحَدَّ يَ شَْعَب دُْاِللْب نُْثَ نَاْحَدَّ  ْ ْا ْأَِِ ْسَالَِ  رةََ,ْعَن  بَ ي   ُُ ْْ,ْ انيِّ

ر و ْعَب دِْاِللْب نِْعَم  ْيَ ن كِحَْال مَرأةَْبِطَلََّقِْعَن  رَ ْ,ْقاَلَ:ْلَايََِلُّْأَن  ْأخُ   

                                                 
56 Tirmiz|i, Jami’ at-Tirmiz|i, Juz III, (Mesir: Mus}t}afa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 626. 

57 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6540-6541. 
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Artinya: “Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan 

yang lain”58 

Tentunya, adanya pembagian dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk 

dijadikan syarat dalam pernikahan memiliki konsekuensi sendiri. Untuk syarat 

yang sah, wajib bagi pihak yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya. 59 

kewajiban pemenuhan isi perjanjian ini diungkap dalam surat al-Ma>idah ayat 1: 

   ْ ْ   ْْ     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.60 

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi 

syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan pelanggaran atas isi 

perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai 

alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan 

pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan 

sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.61 

                                                 
58 Ah}mad ibnu H}anbal, Musnad Ah}mad Ibnu H}anbal,( Riyadh: Baitul Afka>r Ad-Dauliyyah, 

1998), 503. 

59 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6540. 

60 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 

2006), 156. 

61 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6549. 
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Untuk syarat yang rusak, pihak yang ditimpai syarat tersebut tidak 

memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Artinya, jika syarat tersebut tidak 

dipenuhi, tidak bisa dijadikan alasan untuk fasakhsnya pernikahan. Syarat 

tersebut menjadi batal. Namun batalnya tidak mempengaruhi terhadap sahnya 

akad. Akad tetap sah meski syarat yang diajukan itu batal.62  

 

C.  Kafa>’ah 

Pernikahan merupakan sebuah hubungan dua manusia, ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.63 Adanya kata “kekal” dalam pendefinisian tersebut 

mengindikasikan bahwa pernikahan bukanlah hal yang temporal yang bisa 

dibatasi dengan waktu. Pernikahan hanya akan putus bisa putus karena tiga hal, 

yaitu: karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan.64 

Untuk mewujudkan sifat kekal dalam sebuah pernikahan dibutuhkan 

sebuah komitmen dari masing-masing individu yang terikat dalam sebuah 

pernikahan. Komitmen itu bisa diwujudkan bila ada kesamaan dan minimnya 

                                                 
62 Ibnu Abidin, Ha>syiyah raddu al-Mukhta>r ‘ala da>r al-Mukhta>r Syarhi Tanwi>r al-Absa>r juz 3, 

(Bairut:Da>r al-fikr, 2000), 53. 

63 Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974. 

64 Pasal 13 KHI 
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perbedaan antara suami dan istri. Karena semakin besar perbedaan antara suami 

dan istri, maka semakin besar kemungkinan terjadinya sebuah konflik. Dan 

konflik merupakan salah satu pemicu putusnya pernikahan. 

Menjadi hal yang sangat penting adanya keseimbangan, keserasian dan 

kesepadanan antara calon-calon pengantin, baik dalam bentuk fisik, kedudukan, 

keilmuan dan lainnya. Untuk mewujdukan hal tersebut, dalam hukum islam 

dikenal dengan konsep kafa’>ah.  

1. Pengertian Kafa>’ah 

Dalam kajian bahasa, kata kafa’>ah sendiri ditulis dengan  ْالكفاءة yang 

memiliki makna الكفء ,المماثلة ,المساواة, dan  yang kesemuanya itu الكفاء 

memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.65 Kata ْ  merupakan الكفاءة

bentuk mas}dar dari  fi’il ma>dli dari ْكَفَأَْ  yang selain kata di atas juga memiliki 

bentuk mas}dar ُْاال كَفَاء yang sama-sama memiliki makna sama atau 

persamaan.66 Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, kafa >’ah merupakan 

                                                 
65 Sayyid Sa>biq, Fiqh As-Sunnah, Juz II,209. 

66 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, cetakan keempat belas (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997) 1216.  
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kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal 

tertentu.67  

Adanya kata “laki-laki dengan seorang perempuan” mengindikasikan 

bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak 

laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan 

dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki 

kesepadanan dengan pihak perempuan atau tidak.  Hal-hal yang berkaitan 

dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang 

laki-laki. Bukan sebaliknya.68 

 

2. Hal-hal yang dipertimbangkan sebagai kafa>’ah 

Di muka telah disebutkan tentang definisi kafaah sendiri. Bahwa yang 

dimaksud dengan kafa>’ah adalah kesepadanan seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.69 Dengan demikian, tidak semua 

hal yang berkaitan dengan seorang perempuan dipertimbangkan dalam 

pembahasan kafa’>ah. Ada hal-hal tertentu yang dipertimbangkan sebagai 

kafa>’ah.  

                                                 
67 Abdu al-Rahma>n al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arbaah juz V, 47. 

68 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6744. 

69 Abdu al-Rahma>n al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arbaah juz V, 47. 
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Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hanya 

meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama 

dan pekerjaan.70 Adanya penyebutan beberapa hal yang dipertimbangkan 

sebagai kafa>’ah menafikan hal-hal lain selain yang telah disebutkan.  

Berikut akan dijelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam 

kafaah yang macamnya telah disebutkan sebelumnya: 

 

a) Nasab 

Dalam perihal nasab, manusia terbagi menjadi dua golongan, 

bangsa Arab dan ‘ajami (non Arab). 71Dalam pembahasan bangsa Arab 

sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa, pertama: orang 

Arab  hanya sekufu’ dengan orang Arab sendiri. Kedua: laki-laki non 

Arab tidak sekufu’ dengan perempuan Arab.72 Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa: 

 

Bangsa Arab terbagi menjadi dua bagian, yaitu: suku Quraisy dan 

non quraiys. Maka jika si laki-laki berasal dari suku Quraisy dan si 

perempuan juga dari suku Quraisy, hal itu sudah bisa dianggap sekufu’, 
sekalipun berbeda kabilah. Semisal si laki-laki dari bani hasyim dan si 

perempuan dari bani naufal. Jika si perempuan merupakan bangsa Arab 

yang non Quraisy, maka si laki-laki, untuk bisa dianggap sekufu’, harus 

dari suku Arab dari kabilah apapun. Namun jika si perempuan berasal 

                                                 
70 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 136.  

71 Abdu al-Rahma>n al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arbaah juz V, 47. 

72 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 137. 
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dari bangsa Arab suku Quraisy, sedangkan si laki-laki merupakan bangsa 

Arab yang non Quraisy, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sekufu’. 
Sedangkan orang ‘ajami sekufu’ dengan sesama ‘ajaminya. Laki-laki 

‘ajami yang pintar sekufu’ dengan perempuan Arab yang bodoh.73 

 

Mengenai kekufu’an orang Arab ini, dijelaskan dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh hakim dari ibnu umar bahwa Rasulullah bersabda: 

ئكاْأوْإلاْحاْالعربْأكفاءْبعضهمْلبعضْقبيلةْلقبيلْوْحيْلْيْوْرجلْلرجل

 حجاما

Artinya: “satu orang Arab sekufu’ dengan lainnya, satu orang dari satu 

kabilah sekufu’ dengan seseorang dari kabilah lainnya, orang dari satu 

daerah untuk  orang dari daerah (lainnya), seorang untuk seorang, kecuali 

tukang tenun dan tukang bekam.” 74 

 

 

b) Islam  

Dalam pembahasan Islam sebagai salah satu yang dipertimbangkan 

dalam kekufu’an antara laki-laki dengan perempuan, maka keislaman 

laki-laki menjadi pertimbangan bagi perempuan. Laki-laki non muslim 

tidak sekufu’ dengan perempuan muslimah. 75 hal ini seperti diungkap 

dalam surat al-Mumtahinah ayat 10: 

                                                 
73 Abdu al-Rahma>n al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arbaah juz V, 47. 

74 As-San’ani, Muhammad Ibnu Ismail, Subu>lu as-Salam, jilid III, (Surabaya: al-ikhlas, 1995), 

463 

75 al-asykur Umar Sulaima>n, Ahka>m al-Zawa>j cetakan keempat, (Madinah: da>r al-nafa>is, 

2008), 221.   
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    ْ  ْ  ْْ ْ   ْ  ْ   ْْْ  ْ   ْْ

 ْ   ْ ْ ْ  ْ  ْ ْْْْْ ْْ ْ   ْ ْْ

 ْْ  ْْْْ  ْْ ْْ  ْْْْ

  ْ  ْ  ْ   ْ ْ  ْ    ْْ  ْْ  ْ ْْْ  ْ

 ْْْ ْْْْ 

ْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah 

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu 

uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan 

mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) 

beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 

mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu 

dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah 

kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada 

dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka 

maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) 

dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar 

yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah 

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara 

kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-

Mumtahinan:10)76 

 

Selain itu, yang dipertimbangkan keislamannya juga wali dari 

masing-masing pihak, yakni wali dari pihak laki-laki dengan wali dari 

pihak perempuan.77 maka tidak dikatakan sekufu’ laki-laki muslim, 

                                                 
76 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya, 924. 

77 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 138. 
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namun bapaknya kafir dengan perempuan muslim yang bapaknya juga 

muslim. Keislaman tersebut juga berlaku kepada wali selain ayah. Seperti 

keislaman seorang kakek. Perempuan muslim yang memiliki bapak dan 

kakek yang muslim hanya sekufu’ dengan laki-laki muslim yang 

memiliki bapak dan kakek yang muslim pula.78 Namun Abu> Yu>suf 

mencukupkan kepada keislaman bapak dari si laki-laki. 79 Dengan 

demikian laki-laki muslim yang memiliki bapak yang muslim juga, walau 

kakeknya kafir, sekufu’ dengan perempuan muslimah yang memiliki 

bapak dan kakek muslim.   

 

 

c) Kemerdekaan 

Tentang kemerdekaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan 

sebagai kafa>’ah, sama dengan pembahahasan Islam sebagai salah satu hal 

yang dipertimbangkan sebagai kafa>’ah.80 Dalam artian, kemerdekaan 

wali dari masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan 

juga dipandang. Maka laki-laki merdeka yang memiliki bapak seorang 

                                                 
78 ‘Ulla>’ ad-Din Abi al-Hasan, Mu’i>nu al-Hukka>m, (Da>r al-Fikr:Madinah, 1995), 318. 

79 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 138. 

80 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 138. 



42 

 

   

budak tidak sekufu’ dengan perempuan merdeka yang memiliki bapak 

yang merdeka.81  

Selain itu, kemerdekaan pihak-pihak yang akan melaksanakan 

pernikahan juga dipertimbangkan. Laki-laki budak tidak sekufu’ dengan 

perempuan yang merdeka.82 Sebaliknya, laki-laki yang budak sekufu’ 

dengan perempuan yang juga budak. Hal ini dijelaskan dalam surat an-

Nahl ayat 75: 

 ْْ ْ ْ   ْْْ ْْْ  ْ ْ  ْ ْ ْ ْ ْ

 ْ ْْْ  ْْ  ْْْْ ْْ   ْْ 

ْ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya 

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan 

seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia 

menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-

terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi 

kebanyakan mereka tiada mengetahui.”83 

 

d) Harta 

Dalam masalah harta, yang menjadi ukuran sebagai salah satu hal 

yang dipertimbangkan dalam kafa >’ah bukan kaya atau miskinnya pihak-

                                                 
81 Ibid. 

82 Umar Sulaima>n al-asykur, Ahka>m al-Zawa>j cetakan keempat, 231. 

83 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya, 413. 
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pihak yang akan melakukan pernikahan. Melainkan kemampuan seorang 

laki-laki dalam membayar mahar dan nafkah.84 Dengan demikian, laki-

laki yang mampu membayar mahar dan memberikan nafkah sudah bisa 

dianggap sekufu’ dengan perempuan yang akan dipikahinya. 

Mengenai mahar yang akan dibayarkan oleh laki-laki sehingga ia 

dikatakan sekufu’ dengan si perempuan merupakan mahar yang 

dibayarkan dengan segera yang lumrah di lingkungan dimana si 

perempuan berdomisili (mahar mis}il)85.  Sedangkan yang berkenaan 

dengan nafkah, dikatakan memenuhi kriteria sekufu’ dari segi harta bila 

si laki-laki mampu memberikan nafkah sebatas yang dibutuhkan oleh si 

perempuan.86 Harta yang dimiliki si laki-laki harus mampu menafkahi 

calon istrinya selama satu bulan. Jika demikian, maka dianggap 

sekufu’.87 

e) keagamaan  

Yang dimaksud keagamaan disini adalah praktik keagamaan dan 

kebaikan seorang perempuan.88 Maka laki-laki yang fa>siq tidak sekufu’ 

                                                 
84 Umar Sulaima>n al-asykur, Ahka>m al-Zawa>j cetakan keempat,232. 

85 Abdu al-Rahma>n al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arbaah juz V, 48. 

86 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 139. 

87  Kamaluddin Muhammad,Syarhu Fath al-Qadi>r, (Bairut: da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, 1995), 

290. 

88 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 139. 
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dengan perempuan yang baik-baik yang memiliki ayah yang baik-baik 

juga. Laki-laki yang tidak taat dalam mengerjakan shalat dan puasa tidak 

sekufu’ dengan perempuan yang taat mengerjakan shalat dan puasa89. 

Hal ini seperti yang diuangkap dalam surat an-Nur ayat 26: 

  ”ْ  ْ  ْ  ْْ  ْ   ْ  ْ   

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan 

laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan 

wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki 

yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (Q.S.an-

Nur:26).90 

Selain itu, dalam surat al-Sajadah ayat 18 juga dijelaskan: 

 ”ْْ  ْْْ  ْْْ  ْْ

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 

fasik? mereka tidak sama.”91 

 

Hal senada juga diuangkap dalam sebuah hadits riwayat Tirmiz|i> dengan 

sanad hasan dari Abu> Ha>syim al-Muzawi Rasulullah bersabda: 

.ْاتفعلواْتكنْفتنةْفىْالأرضْوْفشادونْدينهْوْخلقهْفانكحوه,ْإلاإذاْجاءكمْمنْترض
ْق كْانْفيه!, ْياْرسولْاللْوإن ْفانكحوهاقالوا ْجاءكمْمنْترضونْدينهْوْخلقه ْإذا ْل:

ْ)ثلَّثْمرات(
 

                                                 
89 Abdu al-Rahma>n al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘ala> al-Maz}a>hib al-Arbaah juz V, 48. 

90 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya, 547. 

91 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya, 662. 
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Artinya: “jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya 

kamu suka, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian 

akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. Sahabat bertanya, ya 

Rasulullah apabila di atas bumi ditemukan kerusakan. Rasulullah 

menjawab: ika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya 

kamu suka, maka kawinkanlah ia (Rasulullah menjawan tiga kali).”92 

 

Mengenai pembahasan fa>siq sendiri, terjadi perbedaan di kalangan 

ulama’maz}hab hanafiyah. Pertama, seperti yang diuangkap oleh Abu> 

Yusuf, bahwa hanya fa>siq yang nampak jelas yang di sekitar masyarakat 

yang dijadikan pertimbangan. Bukan fa>siq yang tersembunyi di 

masyarakat pada umumnya. Kedua, semua bentuk fa>siq, baik yang 

nampak jelas di kalangan masyarakat pada umumnya atau tersembunyi, 

semua menjadi pertimbangan.93  

f) Pekerjaan 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang dimaksud dengan pekerjaan 

adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin 

rumah tangganya.94 Mengenai pembahasan pekerjaan sebagai salah satu 

hal yang dipertimbangkan sebagai kafaah, ulama’ maz}hab hanafiyah 

berbeda pendapat. Abu> Yusuf mempertimbangkan pekerjaan sebagai 

                                                 
92 Imam Tirmiz|i, Sunan al-Tirmiz|i, juz III, (Bairut:Da>r al-Fikr,) 345. 

93 Ibnu Abidin, Ha>syiyah raddu al-Mukhta>r ‘ala da>r al-Mukhta>r Syarhi Tanwi>r al-Absa>r juz 3, 
(Bairut:Da>r al-fikr, 2000), 89. 

94 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997), 

856. 
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salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai kafa>’ah. Sedangkan Abu> 

Hani>fah sendiri tidak mempertimbangkannya.95 

Jika berpegang kepada pendapat abu> Yu>suf, bahwa pekerjaan juga 

dipertimbangkan sebagai kafa>’ah, maka pekerjaan si laki-laki harus 

mendekati kesamaan pekerjaan bapak dari si perempuan. 96 Hal yang 

dipertimbangkan dari pekerjaan ini adalah tinggi dan rendahnya sebuah 

pekerjaan.97 Namun jika pekerjaan antara si laki-laki dan bapak si 

perempauan itu sejenis, tinggi dan rendahnya sebuah pekerjaan tidak 

diperhitungkan lagi. Seperti sama-sama seorang penenun, atau sama-

sama penjual kain. Jika demikian, maka seorang laki-laki sudah 

dikatakan sekufu’ dengan perempuan.98 

 

3. Kedudukan kafa’>ah dalam pernikahan 

Sebagai salah satu hal yang di bahas dalam pembicaraan mengenai 

pernikahan, kafa>’ah memiliki peranan penting dalam pernikahan. Di antara 

beberapa maz}hab yang membicarakan kafa>’ah sebagai sesuatu hal yang 

                                                 
95 Umar Sulaima>n al-asykur, Ahka>m al-Zawa>j cetakan keempat, 233. 

96 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 140. 

97 Sayyid Sa>biq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, 213 

98 Umar Sulaima>n al-asykur, Ahka>m al-Zawa>j cetakan keempat, 233. 
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dipertimbangkan dalam pernikahan, ulama’ maz}hab Hanafiyah lah yang 

paling luas membicarakannya.99 

Ulama’ maz}hab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan kafa>’ah dalam 

pernikahan menjadi tiga bagian. Terkadang kafaah menjadi syarat s}ihhah 

bagi sebuah pernikahan, terkadang menjadi syarat luzu>m dalam sebuah 

pernikahan dan terkadang pula menjadi syarat nufu>z| bagi sebuah 

pernikahan.100 

a).  Kafa>’ah Sebagai Syarat s}ihhah dalam Pernikahan 

Ada beberapa keadaan dimana kafa>’ah menjadi syarat s}ihhah dalam 

sebuah pernikahan: 

1). Apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menikahkan 

dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu’ dengan dirinya. 

Sedangkan ia memiliki wali ‘a>s}ib yang tidak rela terhadap pernikahan 

yang tidak sekufu’ itu sebelum akad nikah dilaksanakan. Jika 

pernikahan yang demikian tetap dilanjutkan, ma pernikahan tersebut 

sama sekali tidak sah.101 

                                                 
99 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 141. 

100 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6741. 

101 Ibid., 6742. 
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2). Apabila seseorang, selain bapak atau kakek (الآصل) atau anak ( الفروع) , 

menikahkan seseorang, yang tidak memiliki kecakapan (ْالآُلية  )عديم

atau kecakapannya tidak lengkap ْ)ْالآُلية )ناقص seperti laki-laki atau 

perempuan yang gila atau masih belum balig, maka pernikahan 

tersebut menjadi rusak. Dengan demikian pernikahan tersebut tidak 

sah.102 

    Dalam teorinya, setiap tindak tanduk wali bagi seseorang yang tidak 

memiliki kecakapan (ْالآُلية atau kecakapannya tidak lengkapْ )عديم

ْالآُلية(  harus mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam )ناقص

pernikahan yang disebut di atas, kemaslahatan tidak ditemukan.  

Pernikahan yang tidak sekufu’ bagi orang-orang yang telah disebut di 

atas tidak mengandung kemaslahatan.103 

3). Apabila seorang laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki 

kecapakan atau kecakapannya kurang dinikahkan oleh bapak atau 

                                                 
102 Ibid. 

103 Ibid. 
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anaknya, yang terkenal tidak pandai dalam memilih atau berpendapat, 

dengan orang yang tidak sekufu’ dengannya, maka pernikahan 

tersebut tidak sah.104 

 

b). Kafa>’ah Sebagai Syarat luzu>m  dalam Pernikahan 

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa kafa >’ah memiliki 

kedudukan yang berbeda dalam pernikahan antara satu keadaan dengan 

keadaan yang lain. Begitu juga dengan keadaan dimana kafa>’ah menjadi 

syarat luzu>m bagi sebuah pernikahan. Kafa’>ah berkedudukan sebagai  

syarat luzu>m  dalam pernikahan bila seorang perempuan yang baligh dan 

berakal menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu’ dengan 

dirinya, maka seorang wali memiliki hak untuk mencegah terlaksananya 

perkawinan yang tidak sekufu’ tersebut.105  

Selain itu, seorang wali juga bisa melakukan upaya faskhu al-nikah 

bila ternyata si perempuan yang menikahkan dirinya dengan laki-laki 

yang tidak sekufu’ dengan dirinya menutupi ketidak kufu’an tersebut. 

Namun, setelah akad dilaksanakan, seorang wali mengetahuinya dan 

                                                 
104 Ibid. 

105 Ibid., 6743. 
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tidak rela terhadap pernikahan tersebut. 106 Hal ini dikarenakan sebuah 

pernikahan dilakukan diatas kerelaan si perempuan dan walinya.107 

 

c). Kafa>ah sebagai syarat nufu>z| 

Dalam hal kafa’>ah menjadi syarat nufu>z}| dalam sebuah pernikahan, 

apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menyerahkan perihal 

pernikahannya kepada seseorang, entah ia wali atau bukan baginya. 

Kemudian ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu’ dengan 

dirinya. Maka akad pernikahan tersebut ditangguhkan terhadap 

memperbolehkannya si perempuan tadi. 108 

Karena memang kafa>’ah merupakan hak bagi seorang perempuan 

dan walinya. Seorang perempuan boleh menuntut kafa>’ah kepada laki-

laki yang akan mengawininya. Begitu juga dengan wali si perempuan, 

juga memiliki hak yang sama. Maka jika si laki-laki tidak sekufu’ dengan 

                                                 
106 Ibnu al-Hamma>m, Syarhu Fathu Al-Qadi>R Juz II, (Da>r al-Kutub: Bairut, 1995), 280. 

107 Umar Sulaima>n al-asykur, Ahka>m al-Zawa>j cetakan keempat, 204. 

108 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6742. 



51 

 

   

perempuan tersebut, berlanjut atau tidaknya sebuah pernikahan 

bergantung kepada kerelaan si perempuan.109 

 

4. Pihak-pihak yang Boleh Menuntut kafa>’ah 

 Pada dasarnya kafa’>ah dibebankan kepada pihak laki-laki. Maka 

seorang laki-laki diharuskan sekufu’ dengan perempuan yang akan 

dinikahinya.110 Bukan sebaliknya, si perempuan harus sekufu’ dengan laki-

laki yang akan menikanya. Seorang laki-laki harus melakukan berbagai 

upaya, bila kekufu’an berkaitan dengan hal yang bisa diupayakan, agar bisa 

sekufu’ dengan perempuan yang akan dinikahinya. 

Dengan demikian, hak untuk menuntut kekufu’an pada laki-laki adalah 

perempuan yang akan menikah dan walinya. Bila seorang perempuan 

menikahnya dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu’ dengan dirinya, maka 

wali si perempuan tersebut diberi hak untuk mencegah dan meminta 

fasakhnya pernikahan selama si perempuan belum hamil.111 Begitu juga 

sebaliknya, si perempuan boleh meminta fasakh nikah bila walinya 

menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu’.112 

                                                 
109 Ibid. 

110 Muhammad Abu> Zahra, al-ahwa>l al-syakhsiyah, 142. 

111 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6744. 

112 Ibid. 



52 

 

   

Hak yang dimiliki wali, dalam hal kafa>’ah, tidak sama dengan hak 

yang dimiliki oleh perempuan yang akan melakukan pernikahan. Seorang 

wali hanya boleh mempermasalahkan ketidak sekufu’an, baik dengan 

melakukan pencegahan atau meminta fasakhny nikah, bila ketidak sekufu’an 

itu terjadi sebelum pernikahan. Karena kewajiban kafa>ah hanya sebelum 

pernikahan dilangsungkan, tidak setelah pernikahan dilangsungkan. 113  

Berbeda dengan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Ia 

memiliki hak yang berbeda dengan walinya dalam merespon ketidak 

sekufu’an seorang laki-laki yang akan menikah dengan dirinya. Seorang 

perempuan boleh meminta fasakhnya nikah bila ketidak sekufu’an itu terjadi 

baik sebelum maupun setelah pernikahan.114 

Terkait dengan hak seorang wali melakukan pencegahan terhadap 

perkawinan yang tidak sekufu’, muncul sebuah pertanyaan, apakah semua 

wali dalam jenis yang sama,seperti beberapa saudara kandung, harus rela 

terhadap pernikahan yang tidak sekufu’ untuk menggugurkan hak melakukan  

pencegahan dan meminta fasakhnya nikah, ataukah relanya sebagian wali 

sudah menggugurkan hak tersebut?. Imam Abu> Hanifah sendiri berpandangan 

bahwa  relanya sebagian wali dalam satu jenis terhadap pernikahan yang 

                                                 
113 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>m  wa ‘Adilatuhu Juz IX, 6745. 

114 Ibid. 
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tidak sekufu’ sudah bisa menggugurkan hak untuk melakukan  pencegahan 

dan meminta fasakhnya nikah.115 

 

 

                                                 
115 Ibid. 


